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PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA

BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
PT. BRI Multifinance Indonesia (“Perusahaan”) wajib untuk memenuhi semua

peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah khususnya Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK™) dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Perusahaan juga diharuskan
untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagal
landasan operasionalnya, sehingga Perusahaan dijalankan dan dikelola secara terbuka,
akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan wajar.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada PT. BRI Multifinance
Indonesia merupakan bagian intergral dari upaya Perusahaan menerapkan good corporate
governance. Dalam implementasi good corporate governance ini, peran dan fungsi
Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sangat strategis untuk membantu dan
meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing - masing organ Perusahaan (RUPS,
Dewan Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam
merealisasikan tujuan Perusahaan.

Sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, maka dalam
menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya pedoman Komite Nominasi dan
Remunerasi yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut “Komite™) ini
dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan
Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang berdasarkan atas ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Umum;

3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik;

4. Keputusan Dewan Komisaris PT. BRI Multifinance Indonesia pada rapat Dewan
Komisaris Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan

5. Komite Nominasi dan Remunerasi PT. BRI Multifinance Indonesia.

2. Ketentuan ... ...
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2. KETENTUAN UMUM

2.1.

2.2,

23.

24.

2:8.

2.6.

2.

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi
dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai
dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris.

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan
tujuan perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada Direksi.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar
Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris Independen.

Pedoman komite ini diatur oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Komite

Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya.

BAGIAN KEDUA
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI

1. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

L.

1.2,

Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta bertanggung jawab
langsung kepada Dewan Komisaris;

Keanggotaan Komite sekurang - kurangnya terdiri dari:

a. Seorang Komisaris Independen;

b. Seorang Komisaris atau Pihak Independen yang berasal dari Luar Perseroan;

c. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.
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1.3. Komite diketuai oleh Komisaris Independen, apabila terdapat Komisaris Independen
yang belum memenuhi persyaratan uji kepatutan dan kelayakan dari OJK maka
Ketua Komite ditentukan oleh Dewan Komisaris;

1.4. Anggota Komite dilarang berasal dari anggota Direksi Perseroan;

1.5. Anggota Komite sebagian besar tidak dapat berasal dari Pihak yang menduduki

jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE
2.1. Persyaratan Keanggotan Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu :

a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman
yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu
berkomunikasi dengan baik;

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak
negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;

c. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik secara efektif;

d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan
pelatihan;

e. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
2) Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.

f. Dalam hal anggota komite nominasi dan remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga)
orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;

g. Penggantian anggota KINR tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris
scbagaimana diatur dalam anggaran dasar;

h.Perusahaan  wajib  mendokumentasikan  keputusan  pengangkatan dan
pemberhentian anggota KNR;

i. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk

menjalankan tugas.

Bagian Ketiga... .......
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BAGIAN KETIGA
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN
1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.1. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling
kurang:
a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi wajib:

1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta Prosedur
pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau Calon
anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada RUPS; dan

3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi
anggota komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.

b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi wajib:

1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas
kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka
panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan pada masa yang
akan datang;

2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:

a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris unfuk
disampaikan kepada RUPS;

b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perusahaan
secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

c) Kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen; dan

d) Sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan
dan/atau risiko hukum bagi Perusahaan.

3) Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya
dalam pengurangan Pekerja Perusahaan;

4) Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya

dalam pengurangan sumber daya manusia;

5. Memberikan..........
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5) Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan/atau
eksternal serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, khusus mengenai
kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.;

6) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;

7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
dan

8) Mengadministrasikan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan tugas dan
tanggung jawab KNR.

KEWENANGAN

2.1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.

Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi
tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara
tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris;

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite wajib bekerjasama dengan
Divisi Sumber Daya Manusia dan divisi lainnya yang terkait;

Menunjuk pihak ketiga (orang atau badan wusaha) untuk membantu

pelaksanaan tugasnya.

2.2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam

melaksanakan tugasnya.

2.3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung

jawab kepada Dewan Komisaris.

2.4, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja

komite.

BAGIAN KEEMPAT
TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1.1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib

melakukan prosedur sebagai berikut:

a.

Menyusun struktur atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris; dan
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Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris; dan
Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris.

1.2. Struktur Remunerasi dapat berupa:

a.
b.
&

d.

Gaji;
Honorarium,;
Insentif; dan/atau

Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

1.3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:

a.

Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan
sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta
prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi
kepada Dewan Komisaris;

Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi kepada Dewan Komisaris;

Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon
Pejabat satu tingkat di bawah Direksi;

Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;

Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan
Direksi;

Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk
mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perusahaan menjadi pejabat satu
tingkat di bawah Direksi;

Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh
Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan;

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak

Independen yang akan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Tata Cara.......
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TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA

2.1. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite berhenti
dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan
anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran diri tersebut;

2.2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite
Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen
lainnya dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari;

2.3. Apabila anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak
Independen mengundurkan diri, penggantian harus di lantik paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak pengunduran diri tersebut.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

3.1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4
(empat) bulan;

3.2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:

a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite;
b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite merupakan Ketua Komite.

3.3. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal
tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan
berdasarkan suara terbanyak dengan ketentuan 1 (satu) orang 1 (satu) suara;

3.4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite;

3.5. Hasil Rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh
seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik;

3.6. Perbedaan pendapat (Dissenting Opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat
tersebut;

3.7. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 3.5. tersebut di atas disampaikan

secara tertulis oleh Komite Kepada Dewan Komisaris.

Bagian Kelima... ... ...
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BAGIAN KELIMA
NILAI - NILAI ETIKA KERJA DAN PELAPORAN
1. NILAI -NILAI ETIKA KERJA
1.1 Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki nilai - nilai etika dalam menjalankan
perannya, sebagai berikut :
a. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya;
b. Setiap anggota Komite harus tunduk pada pedoman perilaku, kode etik dan
peraturan Perusahaan yang berlaku di Perseroan;
c. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan baik langsung maupun
tidak langsung dari kegiatan Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi

Perseroan.

2. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN
2.1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi
dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut wajib dimuat dalam
Laporan Tahunan dan Situs Web Perseroan. Informasi-informasi mengenai
pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang harus tercantum dalam
laporan adalah sebagai berikut:
a. Laporan Tahunan
1) Pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman Komite;
2) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam tahun buku.
b. Situs Web Perseroan
1) Pedoman Komite;
2) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam tahun
buku.
2.2. Laporan dari Komite merupakan bagian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan

disampaikan dalam rapat Umum Pemegang Saham.

3. MASA TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
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4. PENUTUP

Hal - hal yang belum diatur dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan

diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 01 Januari 2019 £

==,

Boyke Budiono 'k

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi



